BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan
penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu
mengatur kembali dengan menuangkan dalam Peraturan
Bupati;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jayapura tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung
di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2014 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN
ANGGARAN 2017.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Jayapura.

Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kampung.

Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat
APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kampung.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB I1I
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
Pasal 2

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun

Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan



b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung
setiap di Kabupaten Jayapura.

Pasal 3
Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Kampung
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal 5
Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDxab/kota — ADxab/xkota)

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis Kampung setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk
Kampung nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk
miskin Kampung nasional

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk
miskin Kampung nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang
memiliki Kampung

DDxab/xota = pagu Dana Kampung kabupaten/kota

ADxab/kota = besaran AD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung

dalam kabupaten/kota



Pasal 6
Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7
Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten
Jayapura Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Jayapura ini.

BAB III
PENYALURAN DANA KAMPUNG
Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenubhi.

(3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap yakni:

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung
menyampaikan:

a. peraturan Kampung mengenai APBKampung kepada Bupati Jayapura;
dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya kepada Bupati Jayapura paling lambat minggu kedua bulan
Februari.

(5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menunjukkan paling kurang
Dana Kampung tahap [ telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per

seratus) kepada Bupati Jayapura paling lambat minggu kedua bulan Juli.



BAB IV
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 9

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Bidang Pembangunan Kampung

Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan
pangan dan pemukiman;

Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan masyarakat.

Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan
dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi

terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan investasi ekonomi Kampung melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan
peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan,;
Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM
Kampung atau BUM Kampung bersama, maupun oleh kelompok dan
atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;

Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan
ketahanan pangan Kampung;

Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan
bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan
Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMD) dan
pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kampung
(community centre);

Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup
bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan
Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian
tenaga medis / swamedikasi di Kampung;

Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Kampung

dan hutan/pantai Kemasyarakatan;



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;

- Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan
analisa kebutuhan Kampung dan telah ditetapkan dalam
Musyawarah Kampung.

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 10
Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
Dana Kampung.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA KAMPUNG
Pasal 11
Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh distrik setempat
menyampaikan Surat PertanggungJawaban Laporan Realisasi
penggunaan Dana Kampung Tahap I, dan Surat PertanggungJawaban
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran
berjalan; dan
b. Surat PertanggungJawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari

tahun anggaran berikutnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

BAB VI
SANKSI
Pasal 12
Bupati menunda penyaluran Dana, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11;
b. Terdapat Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
c. Adanya usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung
tahun anggaran sebelumnya.
Dalam hal Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun
anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak
dilakukan.
Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Kampung di Rekening
Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan
penggunaannya, sehingga Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung
menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana
Kampung tahun anggaran sebelumnya.
Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana
Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih
lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan

dengan penyaluran Dana Kampung tahap II.

Pasal 13
Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah
diterima; dan
b. Adanya usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan

November tahun anggaran berjalan, Dana Kampung tidak dapat



disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi Sisa Dana
Kampung di Rekening Kas Kampung.

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Kampung yang bersangkutan
mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan akan dianggarkan kembali dalam rancangan

APBKampung tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2017
Plt. BUPATI JAYAPURA,
ttd
Drs. NICOLAUS WENDA, MM

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH.
PENATA TK.I
NIP. 19720820 199304 1 001



